Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)  E.ISSN.3032-2472
Journal page is available to Vol. 1 No. 2 Edisi
https://e-1urr}al.1umalcepter.com/mdex.php/mlc]o April 2024

Email: admin@jurnalcenter.com

ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI ALAT BANTU SEKS DI
MARKET PLACE MENURUT UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI

JURIDICAL ANALYSIS OF THE SALE AND PURCHASE
TRANSACTION OF SEXUAL AIDS IN MARKETPLACE ACCORDING
TO PORNOGRAPHY LAWS

Sabrina Difa Amallia' Rina Arum Prastyanti’

"Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Binis, Universitas Duta Bangsa Surakarta,
Email : sabrinadifaamallia@gmail.com.
2Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Binis, Universitas Duta Bangsa Surakarta
Email : rina_arum(@udb.ac.id.
*email Koresponden: sabrinadifaamallia@gmail.com.

DOI: 10.62567/micjo.v1i2.109

Article info:
Submitted: 23/04/24 Accepted: 27/04/24 Published: 30/04/24

Abstract

This research aims to understand the legal regulations regarding the sale of sex toys on
marketplaces according to pornography laws and the influence of sex toy transactions on the
proliferation of pornography offenses. The research methodology employed is normative legal
research, involving the examination of literature and secondary data. It employs a descriptive
research type, aimed at providing a comprehensive explanation of the legal situation in a specific
location or the manifestation of law in a social event. Data collection is conducted through
Literature Review, examining primary, secondary, and tertiary legal materials. Normative legal
research: A brief overview. The research utilizes a legal approach considering all relevant laws to
the legal issue. Data analysis employs qualitative analysis. The findings reveal the absence of
specific regulations governing the use of sex toys, which also have both positive and negative
impacts on society. In Indonesia, there are already many individuals using sex toys.

Keywords : Pornography, Pornography Laws, Sex Toys

Abstrak
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai transaksi jual
beli alat bantu sex (sex toys) di market place menurut undang-undang pornografi serta pengaruh
transaksi jual beli alat bantu sex terhadap berkembangnya tindak pidana pornografi. Metodelogi
penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum ini
dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bersifat penjelasan dan
bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai keadaan hukum yang berlaku di suatu
tempat tertentu, atau wujud hukum yang ada pada suatu peristiwa sosial. Metode pengumpulan data
yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara
melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang akan dilaksanakan. Penelitian hukum normatif
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Suatu tinjauan singkat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum. Pendekatan ini
dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh undang-undang yang relevan dengan permasalahan
hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah
Belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai kebijakan penggunaan sex toys. Sex toys juga
memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Di Indonesia sendiri, sudah banyak
masyarakat yang merupakan pengguna alat bantu seks (Sex Toys).

Kata Kunci : Porografi, Undang-Undang Pornografi, Alat Bantu Sex

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan
Pancasila dan UUD NRI 1945 (Saputra, 2017). Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk memelihara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian
hukum di Indonesia . Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi selain memberi manfaat
terhadap kemakmuran, kemajuan, dan peningkatan kehidupan bermasyarakat, Kemajuan
membawa berbagai dampak positif dan negatif. Di bidang teknologi, Internet telah mencapai
prestasi luar biasa dengan kemampuannya menghubungkan komponen pribadi dan mesin
dalam jaringan virtual, menciptakan dunia baru yang disebut dunia maya(Kejahatan et al.,
2022)

Beberapa dampak negatif yang muncul dengan adanya kemajuan teknologi saat ini,
yakni adanya kejahatan kekerasan berbasis gender yang terjadi secara online(Armadani &
Sari, 2022) . Kejahatan telematika sebagai suatu bentuk kejahatan yang disebabkan oleh
penyalahgunaan teknologi komputer, media, dan integrasi informasi untuk tujuan kriminal,
atau karena alasan yang tidak sah, keji, melanggar hukum, tidak bertanggung jawab, termasuk
penyalahgunaan melalui jaringan internasional atau jaringan internasional;(Sudjito et al.,
2016) Beberapa jenis pelecehan seksual lainnya dapat terjadi ketika berpacaran melalui
kecanggihan medsos(media sosial) antara lain pelecehan fisik, pelecehan psikologi
(Mahendra, 2021). Dengan adanya perkembangan teknologi yang membuat pengaksesan
internet mudah, hal ini sering disalahgunakan oleh oknum oknum cyber untuk menyebarkan
konten pornografi di Internet. Survei yang dilakukan Komnas Perlindungan Anak pada Tahun
2007 di Kota Besar Indonesia terhadap 4500(Empat Ribu Lima Ratus) remaja di 12(Dua
Belas) ditemukan sejumlah 97(Sembilan tujuh) persen remaja tersebut telah mengakses film
porno(Haidar & Apsari, 2020). Pornografi menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh bangsa
Indonesia pada era globalisasi saat ini, karena perkembangan pornografi bukan hanya terjadi
terhadap kehidupan sosial di masyarakat, bahkan penyebarannya secara luas di dunia maya
pun terus menjadi suatu hal yang sangat wajar bagi sebagian masyarakat. Ditengah-tengah
persoalan mengenai pemberantasan tindak pidana pornografi muncul polemik dalam
masyarakat ketika pembentuk undang-undang menetapkan Undang-undang Nomor 44 Tahun
2008 Tentang Pornografi (Suratman & Laksana, 2014).

Pornografi (cyberpornography) merupakan jenis kejahatan siber yang melanggar
hukum tetapi dan norma kesusilaan. Kejahatan kesusilaan adalah salah satu masalah hukum
yang kerap terjadi di kehidupan masyarakat (Napitupulu & Firmansyah, 2022). Siapapun bisa
menjadi korban pornografi(astyanFti, 2023). Pornografi kerap mengancam perempuan
dibanding laki-laki. Perempuan kerap dijadikan pihak yang paling terstigmatisasi dan merugi
(astyanFti, 2023). Dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi
berupa gambar, sketsa,ilustrasi,foto,teks,suara,video,animasi,kartun,puisi, percakapan,
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Artinya pergerakan badan. Melalui media internet publik, bahasa lain juga termasuk kata-kata
yang dianggap kotor/kasar dan pelecehan seksual yang menyangkut norma kesusilaan (Firdaus
et al., 2019). Banyak pengguna internet mengunjungi situs-situs porno karena di dukung
perkembangan Internet (Firdaus et al., 2019).

Aduan konten pornografi tahun 2018
Bulan Jumlah aduan
 Januari 1384
Februari 1567
Maret 1748
April 873
Mei 2205
Juni 2352
Juli 2203

| Agustus 3843
September 2057
Oktober 2360

‘Sumber : Dirjen Aptika

Gambar 1. Tabel Jumlah Aduan Pornografi Tahun 2018

Pengguna internet banyak mengunjungi situs-situs porno karena untuk memenuhi
kebutuhan seks. Mendownload soft copy file pornografi dari berbagai layanan internet yang
tersedia(Astini & Fauzi, 2018). Dengan timbulnya keinginan berhubungan seks muncul Alat
Bantu seksualitas yang dirancang untuk menyalur kan keinginan seksualitas seseorang.
Dilihat pada sudut pandang biologis, semua orang dewasa butuh suatu objek yang digunakan
untuk memandu keinginan seksualitas mereka demi prokreasi dan kesenangan. Seiring
berjalannya waktu, hubungan yang sudah sangat kompleks menjadi semakin kompleks dengan
munculnya teknologi baru (Dharmawan & Solaeman, 2022). Tak jarang pria dan wanita
dewasa ingin mengarahkan hasrat seksualnya tidak hanya pada manusia lain, tapi juga pada
benda — benda seks. Penjualan alat bantu seksual di Indonesia sendiri banyak sekali.

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat membawa dampak pada
setiap aspek kehidupan manusia, termasuk perubahan pola pikir, perilaku, dan kebiasaan
masyarakat. Hal ini biasanya terjadi pada jual beli secara tradisional atau tatap muka, dimana
transaksi terjadi secara langsung antara seller dan customer, seperti yang terjadi pada pasar ,
supermarket, dan tempat jual beli lainnya. Namun aktivitas jual beli kini bisa berlangsung
tanpa adanya pertemuan atau kontak langsung antara seller dan customer. Jual beli dapat
dilakukan secara daring/online, pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi hanya dengan
menggunakan teknologi internet. Penjual dapat menawarkan berbagai produk melalui pasar
dan platform di Internet, tersedia perlengkapan rumah tangga, sembako, sampai produkproduk
yang dianggap privat seperti mainan seks (Sex toys) (Pornografi, 2023). Selain itu, berbagai
situs mengiklankan/mempromosikan produk mainan seks yang melanggar Kode Kesusilaan
dengan menampilkan serangkaian gambar alat bantu seksual yang tidak layak untuk
dilihat(Eriadi & Juarsa, n.d.)
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Gambar 1. Grafik ukuran pasar mainan seks di seluruh dunia dari tahun 2016 hingga 2023

Meskipun penggunaan mainan seks pernah dianggap tabu, ketersediaan dan laporan
penggunaan produk peningkat seksual kini semakin umum(Wood et al., 2017). Penggunaan
mainan seks bukanlah fenomena modern (Ddring & Poeschl, 2020). Penggunaan mainan seks
semakin ditingkatkan dengan rekomendasi dari dokter dan terapis seks untuk memperkaya
pengalaman seksual dan memfasilitasi orgasme. Mereka juga telah digunakan dalam rencana
pengobatan yang lebih besar untuk jenis nyeri vulva tertentu(Kwakye, 2020). Faktor-faktor
yang menjadi penyebab penggunaan sex toys antara lain adalah faktor psikologis yang terdiri
dari perilaku mencari keselamatan, akibat lingkungan yang tidak menentu, cara mengurangi
kecemasan, dan mengambil kendali terhadap lingkungan sekitar, perilaku kawanan, kurangnya
kepercayaan, tindakan pemerintah, dan pengalaman masa lalu. Penelitian lain menyebutkan
bahwa persepsi kelangkaan, perolehan kendali, ketidakpastian, ketidakamanan, pembelajaran
sosial, perilaku primitif pengaruh media, perilaku koping(Arafat & Kar, 2021).

Dalam hal ini, pemerintah perlu menjamin kepastian hukum untuk menyediakan info
penting kepada masyarakat mengenai peraturan yang mengatur mainan seks di Indonesia.
Sebab, jika dilihat dari regulasi sex toy di Indonesia masih belum jelas mengenai pelegalan
penggunaan sex toys. Sebenarnya di Indonesia belum terdapat aturan mengenai sex toy,
namun sudah banyak regulasi yang memenuhi syarat sex toy, seperti, UU No 44 Tahun 2008
tentang Pornografi, dan UU No 7 Tahun 2014 Tentang Pornografi, Undang-Undang
Perdagangan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP,
UUD 1945 memiliki tujuan hukum guna menjaga keadilan, kemudahan dan kepastian hukum
di Indonesia .

Menurut Utrecht, jaminan hukum mempunyai dua arti: pertama, adanya aturan-aturan
umum yang dengannya individu mengetahui tindakan apa yang boleh dilakukannya dan
tindakan mana yang dilarang untuk dilakukannya; Kedua, merupakan bentuk jaminan dari
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negara kepada individu. Kesewenang-wenangan adalah adanya aturan umum. Masyarakat
mengerti apa yang bisa didapat/dikenakan atau dilakukan oleh pemerintah terhadap dirinya ,
undang-undang tersebut perlu diterapkan dan diterapkan secara radikal. Setiap ada
pelanggaran terhadap suatu peraturan atau undang-undang, masyarakat menginginkan hukum
tersebut ditegakkan.

Berdasar uraian yang telah disebutkan maka memunculkan keinginan penulis untuk
menganalisis Aturan Hukum Transaksi Jual Beli Alat Bantu Seks ( Sex Toys) dan pengaruh
Penggunaan Sex Toys dalam kehidupan Masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan jenis penelitian Soerjono Soekanto, metode yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum ini paling banyak digunakan karena
dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bersifat
penjelasan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai keadaan hukum
yang berlaku di suatu tempat tertentu, atau wujud hukum yang ada pada suatu peristiwa sosial.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan, yaitu suatu
metode pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan-
bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier
yang akan dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum. Pendekatan
ini dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh undang-undang yang relevan dengan
permasalahan hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

a. Teori Hukum

Tiga teori kesetaraan gender, termasuk pengasuhan, keseimbangan, dan sifat,
adalah cara kita memahami gender itu, dan pada umumnya Wanita dan pria memiliki
prespektif berbeda di manapun. Di lingkungan perkotaan, pelaksanaan teori alam serta
keseimbangan adalah hal biasa. Ternyata banyak perempuan yang bisa bekerja di bidang
tertentu dimana laki-laki seharusnya bekerja. Faktanya, banyak contoh pekerja perempuan
yang kinerjanya lebih baik daripada pekerja laki-laki(Zham-Zham et al., 2022).

Ada berbagai pendekatan dan teori untuk menjelaskan hubungan antara teknologi dan
hukum. Pertama, pendekatan teori instrumental dari Cockfield & Priedmore Kami percaya
bahwa teknologi adalah teknologi (teknologi adalah teknologi), yaitu alat yang dikembangkan
secara rasional untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Teknologi telah berkembang sesuai
dengan prinsip rasionalitas dan efisiensi. Teknologi menghadirkan atau memberikan keputusan
dan kebutuhan rasional kepada masyarakat. Oleh karena itu, teknologi bersifat netral (tidak
baik atau buruk) dan tidak bergantung pada proses ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
Teknologi dapat digunakan secara universal karena produktivitas dapat diukur secara obyektif
tanpa memandang budaya. Dalam kasus penyalahgunaan teknologi, teori instrumental
menegaskan bahwa internet adalah suatu alat atau perangkat yang siap melayani keperluan
penggunanya, karena yang bertanggung jawab bukanlah teknologi itu sendiri, melainkan pihak
yang menyalahgunakan teknologi tersebut. Dengan tidak menilai gagasan dari teknologi itu
sendiri, teknologi dipandang sebagai sesuatu yang netral dan tidak ada hubungannya dengan
teknologi dapat digunakan oleh siapa saja, baik atau buruk.
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Kedua, pendekatan atau teori substansi. Teknologi menyatakan tidak netral karena
berkaitan erat dengan kepentingan pelaku yang menciptakannya. Sejarah Perkembangan
Teknologi Komputer dan Internet awalnya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan perang. Hal
ini menjadikan teknologi sebagai alat yang berpotensi berbahaya, karena pencipta teknologi
dapat mengendalikan atau mendominasi orang-orang dan masyarakat yang menggunakannya
melalui teknologi yang mereka ciptakan. Selain itu, teknologi memberikan dampak positif
kepada masyarakat sejalan dengan tujuannya(Amarini, 2018).

Menurut teori moral, hukum pidana dan aspek moral sangatlah erat. Kriminalisasi
suatu perbuatan bisa saja didasari oleh kebiasaan tingkah laku yang berkembang mengiringi
kehidupan masyarakat. Perbuatan asusila secara hukum dapat digolongkan sebagai tindak
pidana. Ketegangan muncul antara moralitas dan hukum pidana ketika tindakan asusila
dibiarkan begitu saja. Tentu saja kerugian yang ditimbulkan materiil dan non materil. Akibat
yang timbul dari perbuatan yang mengandung pencemaran nama baik lebih cenderung timbul
dalam bentuk kerugian yang tidak berwujud, yaitu hilangnya kehormatan, nama baik,
kehormatan dan harkat dan martabat seseorang. Kerugian tersebut berdampak pada hubungan
sosial, karena tindakan tersebut dapat menimbulkan akibat berupa stigmatisasi negatif
terhadap seseorang di masyarakat(Wibowo, 2012).

Menurut teori hukum sebagai alat rekayasa sosial menurut Roscoe Pound, hukum
diharapkan dapat berperan dalam pengendalian nilai-nilai sosial karena hukum merupakan
alat rekayasa sosial dalam masyarakat (Sistawan, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1). Analisis Yuridis Undang-undang Pornografi

Aturan alat ini berdasarkan UU tentang Hukum Dagang, UU Pornografi, UU ITE,
dan Hukum Pidana. Peraturan masih belum menjelaskan atau melarang atau mengizinkan
penggunaan alat ini di Indonesia, sehingga muncul perdebatan karena Indonesia masih
menggunakan budaya ketimuran, telah menjadi hal yang tidak wajar bagi masyarakat di
negara Indonesia. Tidak mengakui keberadaannya Alat ini ada di tengah-tengah
masyarakat.

Barang-barang tersebut diselundupkan ke Indonesia oleh orang-orang yang
berkepentingan untuk memasarkan, membeli dan menjual barang-barang tersebut di
Indonesia. Barang tersebut tiba melalui jalur laut dan udara. Impor perangkat tersebut ke

Indonesia merupakan barang ilegal atau selundupan. Jika melihat Peraturan Undang-
Undang tentang Kepabeanan dan Cukai, hal tersebut melanggar Peraturan
UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Cukai.(Napitupulu &
Firmansyah, 2022)

UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang kepabeanan Bea dan Cukai

a). Menurut Pasal 53 Ayat 3 Undang-Undang Kepabeanan, pemasukan
barang yang diatur dan pemasukan barang terlarang tanpa izin dilarang keras pada saat
masuk ke Indonesia (Sakti & Salsabila, 2018)

b). Menurut Pasal 102B yang berbunyi “Barangsiapa membongkar barang
impor ke luar daerah pabean atau tempat lain tanpa izin pemungut pabean, dipidana
dengan pidana penyelundupan di daerah pemasukan, dsb”. Menurut c). Pasal 102A
yang berbunyi “Barangsiapa mengekspor barang tanpa mengajukan pemberitahuan
pabean, diancam dengan penyelundupan di bidang ekspor, dan sebagainya”.
(Kecerdasan, 2014)
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d). Menurut Pasal 103 yang berbunyi “Seseorang yang menurut pengertian
pasal 102 menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukarkan,
mengadakan atau memasok barang-barang impor yang diketahui atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana”(Meiry Yulia Putri, 2022).

Tindak pidana pornografi ini tunduk pada asas hukum khusus yaitu undang-
undang khusus menggantikan undang-undang umum. (Kwakye, 2020).
Disahkannya peraturan mengenai pornografi ini sebab adanya kekhawatiran
masyarakat karena meningkatnya kejadian pornografi, dan pemerintah
meresponnya dengan mengesahkan peraturan ini(Vol, 2013).
Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008:

e). Menurut Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Dilarang membuat,
memproduksi, menyalin, memperbanyak, mendistribusikan, menyiarkan, mengimpor,
mengekspor, menawarkan, memperdagangkan, menyewakan, atau dengan cara lain
menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: Hubungan seksual yang
menyimpang.

Kekerasan Seksual.

onani;

ketelanjangan atau tampilan ketelanjangan yang mengesankan;

Alat kelamin.

e. Atau Pornografi Anak”(Mahesa, Rifqi Noviendra, 2021).

f). Menurut Pasal 6 yang berbunyi “Setiap orang dilarang
memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, Memiliki, atau menyimpan
produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi
kewenangan oleh peraturan perundang-undangan(Pradipta et al., 2020)”

g). Menurut Pasal 13 Ayat 1 yang berbunyi ‘“Pembuatan, penyebuasan, dan
penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang- undangan.”(Areta A et al., 2021)
Terkait bisnis mainan seks, penelitian kami menganalisa bahwa belum ada aturan yang
membahas sektor ini. Namun dari artikel “Barang Terlarang dan Pembatasan di Bagian
Pelayanan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe B Bea Cukai Medan”, terlihat jelas bahwa
mainan seks termasuk dalam kategori barang terlarang dan dibatasi. Artikel yang
dimuat di situs beacukaimedan.net (siaran pers Departemen Pelayanan Pengawasan
Bea dan Cukai Jenis Madhya Pabian B

Medan) menyebutkan bahwa mainan seks termasuk dalam UU Pornografi (UU
No. 44 Tahun 2008) Disebutkan bahwa dilarang karena melanggar hukum. Namun
Pasal tidak merinci ketentuan undang-undang.

/e o

2). Pengaruh Sex Toys Terhadap Kehidupan Masyarakat
Dampak Positif
1. Sangat mudah untuk memuaskan kebutuhan seksual untuk mencapai
kesenangan yang diinginkan. Standar media harus dipatuhi ketika menggunakan
alat bantu seksual. Artinya, alat-alat tersebut harus steril dan untuk penggunaan
pribadi tidak dapat digunakan secara bersamaan atau bergantian. Kebersihan
merupakan syarat mutlak dalam penggunaan alat bantu seks wuntuk tujuan
pencegahan Penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS.
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2. Menjauhkan dari perceraian akibat perselingkuhan dan perzinahan
Dampak Negatif

1. Dapat disalahgunakan oleh oknum oknum tidak bertanggungjawab
dengan membuat konten mengandung unsur pornografi menggunakan sex toys

2. Apabila dilakukan secara berlebihan akan mengganggu kesehatan
psikis dan kesehatan organ intim

3. Lebih dari separuh wanita pernah menggunakan vibrator, dan hampir
satu dari lima wanita mengalami efek samping seperti mati rasa dan nyeri.(Herbenick
et al., 2009)

Bagian ini berisi paparan hasil, analisis data serta pembahasan dari penulis.
Pembahasan berisi pemaknaan hasil dan perbandingan dengan teori dan/atau hasil

4. KESIMPULAN
Belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai kebijakan penggunaan sex toys

Namun dari artikel “Barang Terlarang dan Pembatasan di Bagian Pelayanan Pengawasan Bea
dan Cukai Tipe B Bea Cukai Medan”, terlihat jelas bahwa mainan seks termasuk dalam
kategori barang terlarang dan dibatasi. Artikel yang dimuat di situs beacukaimedan.net (siaran
pers Departemen Pelayanan Pengawasan Bea dan Cukai Jenis Madhya Pabian B Medan)
menyebutkan bahwa mainan seks termasuk dalam UU Pornografi (UU No. 44 Tahun 2008)
Disebutkan bahwa dilarang karena melanggar hukum. Namun Pasal tidak merinci ketentuan
undang-undang.

Alat bantu seks (Sex toys)memberi dampak positif dan memiliki pengaruh negatif bagi
kehidupan masyarakat, pengapositif nya antara lain adalah dapat memenuhi hasrat seksual
untuk memenuhi kesenangan dan menghindarkan diri perceraian akibat perselingkuhan atau
perzinahan. Sedangkan dampak negatif penggunaan sex toys adalah Dapat disalahgunakan
oleh oknum oknum tidak bertanggungjawab dengan membuat konten mengandung unsur
pornografi menggunakan sex toys dan Apabila dilakukan secara berlebihan akan mengganggu
kesehatan psikis dan kesehatan organ intim, Lebih dari separuh wanita pernah menggunakan
vibrator, dan hampir satu dari lima wanita mengalami efek samping seperti mati rasa dan nyeri.
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